
BUPATIKAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURANBUPATI KAPUAS 
NOMOR \t;" TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANATEKNIS BAD.t\N PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA 

BERENCANA KABUPATEN KAPUAS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat ( 1) dan ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Bupati 
Kapuas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas, tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehingga harus dicabut; 

b. o.ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a , p~rlu meneta kan Peraturan Bu ati 
tentang Pencabutan Peraturan Bu ati a as Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kapuas Nomor 2 Tahun 009 tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Ke ·a Onit Pelaksana 
Teknis Badan Pemberdayaan Perem uan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Kapuas. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

..:. 



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan 
Negara (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembar negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ten tang 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar 
negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 33). 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 2 
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
BADAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN KELUARGA 
SERENCANA KASUPATEN KAPUAS. 

Pasal l 

Peraturan Supati Kapuas Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Supati Kapuas Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Sadan Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas (Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kapuas. 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal .:l I J Ut1l ~ ol8 

-=-
AGUS PRAMONO 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 2-1 .Ju~, ~ol6 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

~ 
RIANOVA : - BAGIJ!.NHUKU M I t----

BERITA DAERAH KASUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR \~ EKDA l/J 
AS!STEN 

KABA{; 

!<ASUBBAG 

PELAKSANA 
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